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PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG
PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA YOGYAKARTA

Miftahul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Lingkungan
dalam tata pengeloaan sampah di Kots Yogyakarta yang sesuai dengan prinsip Good
Environmental Governance.

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses menulis penelitian ilmiah ini yaitu
menggunakan jenis penelitian Normatif (Normative Legal Research). Jenis penelitian
Hukum Normatif adalah penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kulitas dari
norma Hukum itu sendiri, sehingga seringkali penelitian Hukum Normatif diklafikasi
sebagai penelitian Kualitatif.

Hasil penelitian dari penulis adalah bahwa dalam melakukan Penegakan
Hukum terhadap pencemaran Lingkungan Hidup alibst sampah adalah kurangnya
kedadaran masyarakat serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga
mumpuni selain itu kurangnya peraturan yang mengatur denga tegas kepada para
pelaku pencemaran Lingkungan Hidup akibat sampah jadi perlu adanya aturan yang
kongkrit untuk membuat efek jera bagi pelaku pencemaran Ligkungan Hidup akibat
sampah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan Peraturan Daerah Pengelolan Sampah.
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THE ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW IN WASTE
MANAGEMENT AS THE MANIFESTATION OF THE PRINCIPLE OF
GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN YOGYAKARTA CITY

Miftahul Huda

ABSTRACT

This research aimed to establish the Environmental Law Enforcement in waste
management in Yogyakarta City which was in accordance with the principle of Good
Environmental Governance.

The type of research used in the process of writing this research was Normative Legal
Research. Normative Legal research was research aimed at examining the quality of the legal
norms. So therefore, Normative Legal research was often classified as Qualitative research.

The results showed that one of obstacles in enforcing law against environmental pollution
caused by waste was a lack of public awareness and a lack of qualified human resources. Apart
from that, there was a lack of regulations that strictly governed the perpetrators of
environmental pollution caused by waste. So ,it was necessary to have concrete regulations to
create a deterrent effect for perpetrators of environmental pollution caused by waste.

Keywords: Enviromental Law Enforcement, Regional Regulations, Waste Management.
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A. Pendahuluan

Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan
hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah,
pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk
melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi
sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari
pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat.Salah satu permasalahan
lingkungan yang masih menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan
sampah. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat
ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang,
sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak

seimbang dengan produksinya (Waluyo dkk, 2012 : 3).

Berrkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah
daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang

Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas
partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah. Oleh
karena itu pengelolaan sampah merupakan wujud tanggung jawab negara melalui
pemerintah dan pemerintah daerah. Dimana dibutuhkan partisipasi masyakat untuk

melakukan pengelolaannya. Selain itu diperkuat dengan Pasal 63 Undang-Undang
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai
kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Dimana berdasarkan asas tata kelola pemerintahan
yang baik; dan asas otonomi daerah dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan
sampah, (Yustisia. Vol.4 No. 3:2019) Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 UndangUndang Dasar 1945

Bahwa:“Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1) “Negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan undang-undang” Dalam ketentuan Undang-Undang
Dasar tersebut ditegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuansatuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
Undang-Undang. Dengan adanya ketentuan seperti inilah maka perubahan atas

Undang-Undang

Nomor.3 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh landasan yuridis konstitusional yang
jelas. Bahkan telah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar

tersebut,(Gie,1993:33).

Penyelenggaran otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan
pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan
serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Demokratisasi
membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistik

menjadi desentralistis. Implikasinya terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke
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daerah. Adanya desentralisasi, daerah menggunakan otonominya untuk
mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dengan inovatif dan kreatif. Haikat
dari desentralisasi adalah tugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparatur dari
pemerintah daerah di daerah dengan menggunakan dana yang bersumber dari
APBD. (Moenta & Pradana, 2018: 28). Dengan keleluasaan daerah otonom saat ini
dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, akan memberikan peluang
daerah bersangkutan untuk tata kelola kewenangannya dalam suasana pemerintahan

yang demokratis.

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk
menyelenggarakan pemerintahnnya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan
dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah
berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah
pusat. Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah
menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara
pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan

istilah otonomi daerah.

Otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah mengatur dan
mengelola untuk kepentingan masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan
ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya, dengan demikian berarti
kemandrian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan

daerahnya. (Ubedilah, 2000: 170). Berlakunya otonomi daerah maka daerah otonom dapat
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mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk
menyelesaikan masalah-malasalah publik (public issues) yang terdapat di lingkungan sekitar
masyarakat daerah. Bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. (Supriatna, 1996: 21), diantaranya adalah
masalah lingkungan hidup.

B. . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Koyta Yogyakarta ?
2. Apakah penegakan Hukum Lingkungan  dalam bidang
pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta sesuai prinsip Good
Environmental Governace?

C. Metode Penelitian

Jenis dan penelitian yang akan digunakan dalam proses menulis penelitian ilmiah
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research). Jenis
penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji kualitas
dari norma hukum itu sendiri, sehingga seringkali penelitian hukum normatif diklafikasi
sebagai penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah yang mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Hendrik
Mezak, 2006: 86).

D. Pembahasan

Dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang
responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Asumsi tersebut merujuk pada konsep

Plato yang dikenal dengan "nomoi" yang menyatakan bahwa penyelenggaraan. Negara
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yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Asumsi ini menunjukkan
bahwa Good Governance. Governmental Liability berbeda dengan istilah State
Liability JJ Van Der Gouw mengatakan bahwa baik Negara, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dewan aie maupun badan-badan lainnya yang memiliki tugas
Pemerintahan, digolongkan sebagai badan hukum (legal person) yang dapat dimintai
pertanggung jawabannya baik secara hukum perdata maupun hukum

administrasi.

Tanggung jawab pemerintah daerah dirumuskan dalam suatu implementasi
kebijakan publik, Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dengan keputusan-
keputusan dan tindakan-tindakan yang didesain untuk menangani suatu masalah-
masalah pelayanan publik dengan semua
keprihatinannya. Berdasarkan perspektif nilai, kebijakan publik merupakan tindakan
untuk mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya dalam upaya untuk mencapai nilai

bersama yang diutamakan.

Dengan demikian kebijakan publik dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah
masalah politik dan sosial sekarang ini. pada tataran tertentu analisis kebijakan publik
sangat berguna dalam merumuskan maupun
mengimplementasikan kebijakan publik terutama dalam perumusan kebijakan terkait
dengan pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
Pasal 3, Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan memiliki

Tanggung Jawab, Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung
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jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas
kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Disisi lain pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam menyelenggarakan
pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Pemerintah
kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota
dalam
pengelolaan sampah.

Berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan
dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik
seperti yang telah dikemukakan di atas, faktanya masih belum mampu untuk mengatasi
masalah sampah di Kota Yogyakarta. Terbukti dengan semakin meningkatnya
permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung
meningkat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tidak mengatur mengenai
norma, standar, prosedur, dan kreteria pelayanan pengelolaan sampah, sehingga dalam
pelaksanaannya lebih cenderung pada pengaturan retribusi dibandingkan dengan
kewajiban semua pihak (pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk
melakukan pengelolaan sampah demgn begitu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
sudah melaksanakan pengelolaan sampahnya: Pengelolaan sampah dimulai dari sumber
timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan
pengelolaan di tempat pembuangan akhir.

Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencangkup

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber,
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TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu, lalu diangkut ke tempat pembuangan
akhir). Namun dalam melakukan pengelolaan sampahnya masih belum maksimal. Hal
tersebut mengakibatkan dampak yang sangat besar, timbunan sampah dengan volume
yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan
(CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan

kontribusi yang cukup besar terhadap pemanasan global.

Perwujudan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
di Tempat Pembuangan
Akhir Piyungan (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyingan. Sebagai
pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban
masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah untuk melaksanakan
pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.
Pengaturan hukum

pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini

berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas
keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas

nilai ekonomi.

Dengan adanya asas tanggung jawab tersebut seharusnya pemerintah Kota
Yogyakarta selaku pemangku kebijakan dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah
secara terpadu dan komprehensif. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat Kota Yogyakarta untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang

baik dan berwawasan lingkungan.
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan
bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal.

Terkait dengan pelayanan publik, diterbitkan UndangUndang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pelayanan
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang
telah dikemukakan di atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah
sampah di Kota Yogyakarta Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan
pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. a) Pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam peraturan tingkat
pusat dan daerah. Peraturan ditingkat pusat yang mempunyai korelasi terhadap
pengelolaan sampah maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Likungan
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Hidup. undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, undang-
Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah
yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota entang
Pengelolaan  Sampah. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur —mengenai
penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu dengan pengurangan dan penanganan sampah
yang melibatkan berbagai elemen baik dari pemerintah dan pemerintah daerah serta

masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b) Penegakan hukum lingkungan di bidang pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem
hukum yang merupakan gabungan dari

komponenkomponen yaitu struktur, substansi dan culture/budaya. Selain

itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi
yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam
pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah
daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan

menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingya pengelolaan sampah.
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